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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan rumusan masalah pada penulisan hukum ini maka 
dapat di simpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana 
pelecehan seksual terhadap perempuan di muka umum ialah bila 
pelaku dibawah umur dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut 
peraturan yang berlaku mengenai sistem pertanggungjawaban pidana 
terhadap anak adalah sama dengan orang dewasa hanya saja ancaman 
pidananya tidak sama dengan orang dewasa. Berdasarkan Pasal 23 
Undang-undang No 3 Tahun 1997, anak dapat dijatuhi hukuman 
berupa pidana pokok maupun tambahan serta tindakan. Tindakan dapat 
digunakan demi kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan pemidanaan 
merupakan solusi terakhir yang harus dipilih dan bila pelaku sudah 
dewasa maka pertanggungjawabannya ialah terjerat pasal 289 KUHP 
dan 310 KUHP. 
 
B. Saran 
 Berdasarkan pada kesimpulan, maka penulis dapat memberikan 
saran sebagai berikut: 
 seharusnya pertanggungjawaban bila pelaku anak dengan 
menggunakan kewenangan diversi dapat menghentikan penyidikan 
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maupun penuntutan pada anak dengan mempertimbangkan 
kepentingan anak dan pertanggungjawaban bila pelaku dewasa bukan 
hanya dikenakan pidana namun juga harus mengembalikan rasa 
percaya diri korban maupun keluarga korban. 
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